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PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIGINTUNG,

: a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan
dapat berjalan dengan efektif, efrsien, terarah dan tepat
sasar€rn sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang
penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan
pembangunan kalurahan, pembinan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun
2024;,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan
tentang Rencana Keda Pemerintah Kalurahan (RKP
Kalurahan) Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 195O tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogiakarta yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yoryakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peratura-rr Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
L,okal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2O16
tentang Kewenangan Desa;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1

Tahun 20 15 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2O15 tentang KePala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2O15 tentang Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Kr.rlon Progo Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa;

14. Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022
tentang RPJM Kalurahan Periode 2022-2O27;

15. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2O19
tentang SOTK Kalurahan Kaligintung;

16. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 7 tahun 2O19
tentang Kewenangan Desa.

MenetaPKAN : PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP

KALURAHAN) TAHUN 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIGINTUNG
dan

LURAH

MEMUTUSKAN:

BAEI I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:
1. Kalurahan adalah Kalurahan Kaligintung
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. iemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan'

4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK

adalah BPK Kaligintung.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disin€kat LKK

adalah- lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam
memberdayakan masYarakat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB

Xrf,rtrft"", adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
kalurahan.

7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kahrrahan
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Xaluiahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaal
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Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kalurairan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal us,1 dan adat
istiadat Kalurahan.

8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah
musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur
maslarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

O. ivfusyawarah perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya
disingkat MUSRENBANGDKAL adalah musyawarah antara RPK'

Peme-rintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas' program'

kegiatan,dankebutuhanpembangunanKalurahanyangdidanaioleh
Apb Katurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau APBKd'

1O. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dankehidupanuntuksebesar-besarnyakesejahteraanmasyarakat
Kalurahan.

12. Perencalaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegratan
yangdiselenggarakanolehPemerintahKalurahandenganmelibatkan
bpX ar., unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan- dan
pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan kalurahan-

13. iembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan

pembangunan di Kalurahan dan kawasan kalurahan yarrg

iikoordiiasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial'

14. iemtrdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya menger.nfnS]<an
kemaldirian dan kesejahteraErn masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, kelerampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran'
.erti m.mat faatlian sumber daya melalui penetapan kebijakan'
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

-"""lrh dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan'
15. Pengkajian ieadaan Kalurahan adalah proses penggalian fan

penffipu1,n data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah,
potelnsi, 

- 
dal berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara

jehs dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan'
16.bata Kalurahan-adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana'

kelembagaan, "a."tt" 
prasarurna hsik dan sosial, kearifan lokal' ilmu

pengetah"ual dan telnologi, serta permasalahan yang dihadapi
kalurahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya
disingkatRPJMKalurahan,adalahRencanaKegiatanPembangunan
Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun'

l8.RencanaKerjaPemerintahKalurahan,selanjutnyadisingkatRKP
Kalurahan, "aa"f, 

penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka

waktu I (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP

adalah penjabaral RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari.RKP
Kalurah.anuntukjangkawaktul(satu)tahunya''cakaldiusulkan
pemerintah l(aturahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.



RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM
Kalurahan.

(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk
Tahun2024.

(3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang
dan kegiatan yang menjadi prioritas;

(4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui
MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

2O. Visi adalah rurnusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
alhir periode perencanaan.

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akart
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi ;

23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Kalurahan untrrk mencapai tujuan.

BAB II

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, merupakan
pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku
kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan
dalam APB Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan
(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Kaligintung.

di Kaligintung
5 Oktober 2023

GINTUNG,
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LEMBARAN KALURAHAN KALIGINTUNG KAPANEWON TEMON KABUPATEN
KULON PROGO

NOMOR 4 TAHUN 2023
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LAMPIRAIT PERATURAIT KALURAHAI{ TAIIGII{TUI{G
nomoR 4 rArrula 2023

RENCAITA KERJA PEMERIITTAII KALURAIIAN

TAIIUN AITGIGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BEIIINANG

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau disingkat RKP Kalurahan

adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan

yang menjadi bagian da-ri RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanatrn pembangunan

daerah.

RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan

informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu

indikatif Kalurahan dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Kalurahan disusun sebagai evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan

tahun sebelumnya, berisi prioritas program, kegiatan, dal anggaran

Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan, prioritas program, kegiatan, darl

anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan

pihak ketiga, serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan

yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota. Sedangkan pelaksana kegiatan Kaltrrahan terdiri atas

unsur perangkat Kalurahan dan/ atau unsur masyarakat Kalurahan.
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B. LANDASANHUKUM

Penl,usunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kaligintung
didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogiakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OI2 tenlang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yoryakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2O19 tentang
Penetapan Kalurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2O19 tentang
Keuangan Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2OI7 ter:tarrg Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2O19 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas pemerintah Kalurahan;

16. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2O19 tentang SOTK
Kalurahan Kaligintung;

17. Peraturan p.sa (aligintung Nomor 7 tahun 2O19 tentang Kewenangan
Desa;

18. Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Periode
Tahun 2022-2027.
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C. TUJUANDANMANFAAT

Tujuan disusunnya RKP Kalurahan Kaligintung Tahun Anggaran 2024 ini
antara lain:

Sebagai dasar dalam penJrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan (APBKal),

Acuan dalam men5rusun rencana operasional dan pelaksanaan

pembangunan kalurahan dalam I tahun,

Menciptakan rasa memiliki dan tanggungiawab bersama terhadap

program pembangr.rnan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,

Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan

tahunan,

Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan

Kalurahan,

Memastikan bahwa dana kalurahan ya-ng direncanakan dan digunakan

bermanfaat untuk pembagunan kalurahan.

a

a

a

a

a

a
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D. PROSES PENYI'SUITAIT

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah

Kalurahan;

Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah

Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan

mempersiapkan ba-l.an pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal

dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan

administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal. Lurah

bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal.

2. Pembentukan tim pen1rusun RKP Kalurahan

Adapun Tim yang pen5msun RKP Kalurahan terdiri dari seluruh perangkat

kalurahan Kaligintung ditambah anggota LPMD Kalurahan Kaligintung.

3. Pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan

program/ kegiatan masuk ke Kalurahan

4. Penyusunan RKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Kalurahan;

5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan

6. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan

7. Penetapan RKP Kalurahan



E. SISTEMATIKAPENULISAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V PENUTUP

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. T\rjuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. SistematikaPenulisan

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
A. Visi-Misi Lurah
B. Prolil Kalurahan
C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
D. Kebijakan Belanja Kalurahan
E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. EvaluasiPelaksanaanPembangunan
B. Identifrkasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

4

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan

yang dikelola oleh Kalurahan
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asa,l usul
2. Berdasarkan Kewenangan l,okal Skala

Kalurahan
B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan

yang dikelola melalui kedasama antar kalurahan dan
pihak ketiga

C. Rencala Program, kegiatan dan anggaran kalurahan
yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan
penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan



BAB II

A. VISI-UISI L{'RAII

1. Visi

Pelaksanaan pembangunan Kalurahan Kaligintung berdasarkan pada

konsep :

" Bersama-sama menjadikan Kaligintung yang mandiri dengan

memanfaatkan potensi srrmber daya manusia dan sumber daya alam."

2. Misi

Menjadikan Kalurahan Kaligintung bisa menjadi barometer kompetitif

bagi wilayah sekitar dengan memberikan layanan dan kebersamaan

masyarakat dalam kemandirian. Berdasarkan seluruh potensi yang

dimiliki Kalurahan Kaligintung, harapannya kemandirian akan tercipta

dalam berbagai bidang dan dapat bersaing bahkan menjadi contoh bagi

Kalurahan lainnya.

A. PROFILXALURAHAN

A. Keadaaan Umum Pemerintah Kalurahan

1. LuasWilayah :226,270 Ha

Terdiri atas :

- Pemukiman : LOO.2O7O Ha
- Tanah Sawah Teririgasi : 69.645O Ha
- Tanah Sawah Tadah Hujan : 17.7225 Ha

2. Jumlah Penduduk : 1722

Terdiri atas :

- Laki-laki :845
- Perempuan :877

Jumlah Kepala Keluarga : 550 KK

3. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kalurahan Hargomulyo

- Sebelah Timur : Kalurahan Kulur, Kedundang, Demen

- Sebelah Selatan : Kalurahan Kalidengen

- Sebelah Barat : Kalurahan Temon Wetan

GAIYIBARAN UMT'M PEMERINTAIIAN KALURAHAN
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4. Data-data lain

a. Luas Wilayah Per pedukuhan

b. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

c. Jumlah Penduduk menurut Agama

B. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Pendapatan Kalurahan Kaligintung bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) terdiri atas jenis);
- Hasil usaha;

- Hasil aset;

- Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

- Lain-lain pendapatan asli kalurahan.

b. PendapatanTransfer;

- Dana Kalurahan;

- Bagr Hasil Pajak Daerah;

- Bagr Hasil Retribusi Daerah;

- Alokasi Dana Desa (ADD);

No Pedukuhan Luas (Hal

I Balong 31.0200

2 Girigondo 27.3525

Siwates 41.325L

4 Kaligintung Lor 63.O700

5 Kaligintung Kidul 64.4125

Kurang dari 15 tahun 3O7 org

Irbih 15 tahun - 56 tahun lO25 org

Lebih dari 56 tahun 390 org

No Agama Jumlah Penduduk

1 Islam 1693

2 Kristen 23

3 Katholik 6

6
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1

- Bantuan Keu dangan dari APBD Daerah Istimewa Yoryakarta; dan

- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

c. Pendapatan lain-Iain

- Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

- Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

- Hasil tanah kas kalurahan (tanah yang asal mulanya diperoleh dari

hak anggaduh);

- Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;

- Bantuan perusahaan yang berdomisili di Kalurahan; dan

- Lainlain pendapatan Kalurahan yang sah.

Bahwa penggunaan dana untuk diarahkan pada kegiatan yang

menunjang kegiatan perekonomian dan mengurangi kemiskinan

masyarakat serta dapat mendukung kegiatan padat karya sehingga dapat

menyerap tenaga kerja dengan kegiatan ekonomi produktif dan akan

memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga .

C. KEBIJAXAI{ BELANJA T'ALURAIIAIi

Kebijakan pengelolaan belanja kalurahan terdiri dari belanja untuk 4

bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang

Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

7

BIDANG PETIYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Program kerja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan

masyarakat di bidang administrasi dan peningkatan disiplin serta

perubahan sikap mental aparat Pemerintah Kalurahan dan warga

masyarakat sesuai dengan semangat reformasi dan kebdakan

pembangunan nasional kita.

Usaha-usaha ini ditunjang oleh kegiatan antara lain :

a. Penataan kelembagaan pemerintah kalurahan

b. Peningkatan koordinasi antar aparatur

c. Pemberdayaan aparatur pemerintah dan organisasi kemasyarakatan

kalurahan

d. Peningkatan pelayanan publik dengan pelayanan yang bersih, cepat,

dan efektif

e. Pen5n:luhan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat

f. Peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparat pemerintah k:l'-rr:-!:-'':'



2 BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembangunan dititikberatkan pada bidang

pertanian terutama untuk mendukung peningkatan ekonomi warga,

tersedianya pangan,sandang, papan, pendidikan, kesehatan yang cukup

memadai serta kemampuan daya beli masyarakat. T\ljuan tersebut

didukung oleh peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, keagamaan,

produksi pertanian maupun penataan lingkungan, guna menunjang gairah

pertumbuhan ekonomi rakyat.

Usaha-usaha ini didukung oleh kegiatan antara lain :

a. Peningkatan produksi pertanian dengan cara perbaikan dan

penambahan sarana prasarana pendukung pertanian

b. Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan mobilitas masyarakat'

c. Pembangunan produksi Perusahaan air minum kalurahan untuk

meningkatkan kesejahteraan

d. Pembangunzrn sarana prasarzrna Ketahanan Pangan masyarakat'

e. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, sanitasi pemukiman, pekerjaan

urnum dan penataan ruang, Kawasan permukiman, kehutanan dan

lingkungan hidup, perhubungan komunikasi-informatika, dan

pariwisata.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembinaan kemasyarakatan diarahkan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama meLalui pembinaan

mental spiritual, pelaksanaan pendidikan formal/ non formal, sosial

budaya, penangan kependudukan keluarga berencana dan kesehatan serta

kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kepedulian sosial'

Usaha-usaha lain yang didukung dengan kegiatan antara lain :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

b. Peningkatan pelakasanaan program kependudukan

c. Pemberdayaan generasi muda

d. Peningkatan peran Perempuan

e. Pembinaan cara hidup bersih dan sehat

f. Pembinaan mental spiritual/ keagamaan

g. Peningkatan sarana prasarana ibadah

h. Peningkatan mutu lembaga pendidikan formal l nonformal

3
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i. Penyaluran dana bantuan sosial

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diupayakan dengan

pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan ekonomi, pelestarian

budaya, dan peran aktif warga masyarakat dalam menjaga keamanan

Kalurahan. Usaha yang direncanakan ;

a. Pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat, seperti PKK dan

karang taruna.

b. Pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat.

c. Pemberdayaan kelompok tani.

d. Pemberdayaan petali dalam rangka menuju pertanian organik

e. Pelatihan bersertifikat dan berkelanjutan

f. Peningkatan mutu dan kualitas kader kesehatan kalurahan

g. Pemberdayaan kelompok -kelompok kesenian.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

KALURAHAN

a. Pemberian Bantuan Langsung T\rnai

b. Penanggulangan Bencana Alam dan Non-Alam

c. Penanganan Keadaan Darurat dan Mendesak lainnya.

E. KEBIJAT.AN PEMBIAYAAN KALURAHAIT

Sumber Pembiayaan Kalurahan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan kalurahan yang
berupa giro. Segala sumber pembiayaan kalurahan tersebut dipergunakan
untuk menjalankan program kegiatan tahun berjalan.
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BAB III

RTIMUSAIT PRIORITAS MASALAII

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RI(P Kalurahan Tahun

sebelumnya

Kegratan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 nelipluti 5 bidang

kegiatan, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunal Kalurahart

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

5. Belanja Penanggukangan Bencana , Darurat dan Mendesak

Kalurahan

Seluruh kegiatan di 5 bidang tersebut dilaksanakan sesuai APBKaI

taht:y: 2022.

B. Identiflhsi masalah berdasarhan RPJM Kalurahan

Berdasakan hasil musyawarah warga desa Kaligintung dalam rangka

men5rusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu 6 tahun

kedepan, permasalahan desa Kaligintung dapat diklasifikasikan dalam 8

urusan wajib. Adapun 8 urusan wajib tersebut adalah

1. pendidikan

2. Kesehatan

3. Sarana Prasarana

4. Lingkungan HiduP

5. Sosial Budaya

6. Koperasi

7. Usaha Masyarakat

8. Penanggulangan bencana

Dari tujuh urusan wajib tersebut , musyawarah warga desa merumuskan

harapan-harapan untuk enam tahun kedepan yang diperjelas dengan

program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di

lapangan. Berikut ini adalah tabel scenario identffikasi permasalahan dan

pola penanggulangan ke dePan :
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No Masalah Penyebab
Permasalahan

Potensi Yaag
Mendukung

Gagasan
Kebutuhan

Pendidikan

a.Sarana
Pendidikan
kurang
memadai

- Belum ada
gedung bermain
TK Arena Yoga

- perlengkapan
bermain kurang
baik itu untuk
TK Maupun
PAUD

-Perlengkapan
belajar
mengajar Untuk
TPA kurang

-pemanfaat
yang cukup
tinggi

-adanya
swadaya
masyarakat

- tersedia
tenaga kerja

-pembangunan
gedung PAUD,
Gedung permainan
TK,

-Pengadaan
pelengkapan
permainan PAD,
TK,

-pengadaan
Perlengkapan
Belajar dal
Bermaian TPA

b.kmahnya
kesjahteraan
dan
kurangnya
SDM guru

-PAUD
kekurangan
tenaga trampil,

-kurenganya
kesejahteraan
Guru PAUD, TK,
TPA

-Pemanfaat
yang cukup
tinggi

-keuletan
pembimbing
dan guru,

-Peningkatan
kesejahteraan
Guru TPA, PAUD

2 Kesehatan

a.Sarana
kesehatan
yang kurang
memadai

-kurangrrya
kesadaan
masyarakat
akan
pentingnya
kebersihan dan
kesehatan

-tingkat
kesehatan
masyarakat
rendah

-kurang
optimanya
pelayanan
medis

- balita dan lansia
rawan gyzi

-pemanfaat
yang cukup
tingi

-tersedia kader
kesehatan

-adanya
posyandu dan
poslansia

-pembuatan
MCK

-SPAL
- PMT untuk
dan Balita

SAIAN

lansia

3 Sarana
Prasarana

a. Jalan dusun
tidak
memadai

-Jalan masih
berupa tanah
belum
diperkeras
julan aspal
rusak

11
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-pemanfaat
jalan yang
cukup tinggi

-adanya
swadaya
masyarakat

- corblok jalan

- aspal jalan,

- bangketjalan

- perkerasan jalan



-jalan rusak
karena talut
yang belum
permanent

-tenaga kerja
yang banyak

b. Drainase dan
irigasi kurang
memadai

-drainase
pemukiman
(sanitasi)

-drainase
prasarana jalan
-drainase dan
irigasi
persawahan

pemanfaat
yang cukup
tinggr

-adanya
swadaya

-Pembangunart
drainase dan irigasi

-Pemeliharaan
irigasi

4 Lingkungan
Hidup

Kurangrrya
perhatian
masyarakat
terhadap
kelestarian
lingkungan

banyak lahan
kritis yang ada
di Kalurahan
Kaligintung
terutama lahan
pesisir

-wilayah yang
luas dan
penduduk
yang mampu
memelihara

- penghdauan lahan
kritis

-program kesehatan
lingkungan

- SPAL

Pembangunan
proyek
strategis
nasional

-banyak lahan
warga yang
terdampak
pembangunan
proyek nasional

- ada tanah kas
kalurahan yang
terdampak
proyek

Kurangrrya
pengetahuan
terkait alur
administrasi
proyek

Sertifikasi tanah,
advokasi warga,
pengadaan
relokasi,
pengadaan tanah
kas kalurahan
kembali

5 Sosial Budaya

-numlltnya
kemampuan
masyarakat
kususnya
pemuda untuk
memenuhi
kebutuhan
peralatan
olahraga sendiri

- pemanfaat
yang cukup
tinCg

-adanya
swadaya
masyarakat

,perlengkapan
olahraga
pembinaan
kesenian local

b.kenakalan
remaja

-kurangnya
sar€ula untuk
kreaffitas
remaja

-banyaknya
waktu luang
remaia yang

-adanya
dukungan
untuk
pembinaan
ramaja

12

a.sarana
kesenian dan
olah raga
yang kurang
memadai

-pembinaan mental
dan pemuda dan
masyarakat



digunakan
untuk tidakan
yang kurang
bermanfaat

Koperasi

kemiskinan
dan tingkat
pendapatan
penduduk yang
rendah

-Minimnya
modal usaha

-lemahnya SDM
masyarakat
untuk
mengembangka
n usaha
-bunga kredit
besar dan tidak
sesuai dengan
pendapata
penduduk

- sedikitnya
lembaga
keuangan yang
terdapat di
Kalurahan

-kurangnya
ketrampilan
tenaga kerja
yang tersedia

,potensi
tenaga kerja
yang besar

-lembaga keuangan
mikro Kalurahan

-pelatihan
kewiraswastaan,

-pelatihan
manajemen
pemasaran produk
unggulan
-pelatihan industri
kecil rumah tangga

-pelatihan
ketrampilan

7

Rendah
pendapatan
keluarga
terutama
pendaptan ibu
rumah tangga

Kurangnya
modal
Kurangrrya
ketrampilan
Kurangnya
sarana
pendidikan
ketrampilan

Penduduk
terutama
ibu rumah
tangga yang
minim
ketrampilan

Pelatihan
ketrampilan
Penguatan
modal
Pelatihan
manajemen

8 Penanggulanga
I Bencana

-munculnya
pandemi

-kesiapsiagaan
kurang

Sarana dan
prasarana
pendukung
bencana
belum
memadai

- SDM yang
belum siap

Pelatihan
kebencanaan
Pembangunan/r
ehabilitasi
sarana dan
prasarana
Penyediaan
anggaran
penanggulangan
bencana

6

Usaha
Uas5raralat

-rawar bencana
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BAB IV

Kalurahan Kaligintung memiliki beragam potensi seperti yang telah dijabarkan

di bagian sebelumnya. Potensi Kalurahan yang ada tersebut memiliki damak

positif dan negative. Dampak positifnya, bila potensi tersebut dapat

dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak negatifnya, dapat mendatangkan budaya baru ketika dilakukan

pengolahan oleh pihak lain. Untuk menjawab persoalan itu diperlukan beberapa

langkah, antara lain:

A. Iayaaaa fasyantat
1. Pembangunan sarana prasarana kantor Kalurahan yang sesuai

dengan perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan bersama

masyarakat.

2. Penataan administrasi pertanahan yang terkena dampak

pembangunan.

3. Melaksanakan prioritas pembangunan berdasar pada potensi swadaya

masyarakat yang berbasis gotong royong.

4. Pembangun:ln sarana prasarana pertanian'

5. Pembangunan jalan-jalan yang berpotensi untuk lebih meningkatkan

ekonomi masyarakat.

6. Pembangunan wisata alam dan kuliner.

7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau investor yang

berpotensi untuk bisa membuka lapangan kerja dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

B. Pemberdalraan

1. Pengembangan potensi kelompok swadaya yang sudah ada dan

membentuk munculnya kelompok-kelompok baru yang berpotensi

dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Menggali sejarah bersama untuk menentukan kapan lahirnya

Kalurahan Kaligintung yang bisa kita jadikan sebagai tonggak sejarah

dan pengembangan potensi budaya yang ada.

3. Penataan Makam Tahunan Kaligintung.
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Q. psrglqaqm ian

Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak-

banyaknya perzrn serta masyarakat, swasta dan pemerintah secara

proporsional sebagai pelaku pembangunan. Dengan keterlibatan ketiga

pilar tersebut dapat menggerakkan perekonomian Kalurahan sehingga

petumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan semakin

meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keberhasilan dan

mendukung pertumbuhal pembangunan sektor lainnya.

Kegiatan masyarakat Kalurahan Kaligintung yang menonjol sampai akhir

tahun 2OO8 adalah kegiatan dibidang pertanian, Pembangunan sarana

pras€rr€rna dan jasa.

Disamping itu adanya kios Kalurahan yang merupakan milik Pemerintah

Kalurahan mampu menghidupkan kegiatan sektor ekonomi dan menjadi

faktor penunjang meningkatnya kegiatan dibidang perekonomian.

Kegiatan sektor pertanian sampai saat ini masih mampu untuk

mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan hasil pertanian

dan perdagangan. Sedangkan kegiatan dalam sektor industri rumah

tangga dilakukan dalam skala kecil. Berbagai kegiatan pelatihan dan

pembinaan terus dilakukan baik oleh pemerintah kalurahan, Kabupaten,

maupun Pemerintah Propinsi. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan masyarakat khususnya

usia keda. Adanya [embaga Keuangan Mikro ( LKM ) yang telah berjalan

di kalurahan Kaligintung diharapkan mampu mendukung setiap

kebututran masyarakat dalam ha1 permodalan.

Dengan demikian kedepan kebutuhan masyarakat akan permodalan yang

menjadi penyangga utama bagr pengusaha kecil dan menengah akal

dapat terpenuhi.

Rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan-selatan oleh

pemerintah yang cepat atau lambat akan terealisir, harus disikapi secara

dini.

Masyarakat harus siap menerima pembahan disegala bidang baik fisik,

ekonomi, maupun sosial budaya. Perubahan tersebut akan membawa

dampak yang cukup besar bagi masyarakat kalurahan mulai dari dampak

positif sampai dampak negatif. Hal ini memerlukan berbaeai upaya nyata

dalam rangka menyiapkan masyarakat baik secara mental, spritual,

ketahanan ekonomi dll.
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D. Peaaaggulaagan Bencana

Mengingat wilayah Kaligintung yang rawan akan beberapa bencana

seperti Banjir dan tanah longsor, ditambah lagi dengan adanya pandemi

Covid- 19, program kerja diarahkan untuk pencegahan, penanggulangan

dampak bencana tersebut, serta menjamin jaring pengaman sosial bagi

warga terdampak.
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BAB V

PEITUTT'P

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Dengan adanya

RKPDes diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan

dan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga

lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat waktu dan sasaran.

Dari uraian Rencana Kerja Pemerintah tersebut diatas, baik di bidang

penyelenggaraan pemerintahal, pembangunan dan pemberdayan masyarakat

dapat terwujud bila mendapat dukungan dan partisipasi alrtif dari seluruh

komponen masyarakat.
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RANCANGAN RENCANA KEzuA PEMERIMAH KALURAHAN (RKP.KALURAHAN) KALIGINTUNG
TAHUN : 2024

KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI

KALIGINTUNG
TEMON
KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pola PelaksanaanBiaya dan Sumber
PembiayaanBidang/ Jenis Kegiatan

an

E(!

d
b(i
;U{o

d
,ti
d

d

0)

a

waktu
Pelaksanaan Jlh (Rp)

Sasaran/ ManfaatLokasiNo OD

(!

m

Jenis Kegiatan

k I mthc, d ea b

APBKaI
424.204.272Kalurahan KaligintungPenghasilan dan Tunjangan

Lurah, Pamo

APBKat
20.816.400Kalurahan KaligintungPenyediaan Jaminan Sosial bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa

APBKaI
155.786.941Kalurahan Kaligintungoperasional Pemerintah Desa

46.s26.000 APBKaI
Tunjangan dan Operasional
BPKaI

Kalurahan Kaligintung

APBKaI
96.674.996Kalurahan Kaligintung

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peni
ngkatan gedung/ prasarana
kantor desa

APBKat
19.000.000Kaluratran KaligintungPengadaan sarana (aset tetap)

perkantoran/ Pemerintahan

APBKaI
1s.107.000Kalurahan KaligintungPenlrusunan/ Pemutakhiran

Profil Desa

6.500.000
APBKaI

Pengelolaan administrasi dan
kearsi tahan desa

Kalurahan Kaligintung

APBKaI
8.500.000Kalurahan Kaligintung

Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Kegiatan
Desa/ Pembahasan APBDeS

APBKaI
8.4 50.000Kalurahan KaligintungPenyelenggaraan Musyawarah

Desa

APBKaI
21.590.000Kalurahan KaligintungPenyusunan Dokumen

Perencanaan dan keuangan Desa

II
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sub Btdeng Admlnlrtrr.l KGpGnduduLan, PGncatetan 8lpll, Ststtutlk dan Kca[lPan

Sub Bldeng Tsta Prljs Pomorlntahan' PsrGncana.n, Kcuangan den Pelapotan

Rencana Pelr
Kegiata

n

Panata Laks€
Sarta P

Panata Laks(
Sarta
Panata Laksr
Sarta Pan
Panata LaksE
Sarta P

Panata Laks[
Sarta

Panata Laksr
Sarta

Tim Pelaksar
Ke

Tim Pelaksar
atan

Tim Pelaksar
Ke
Tim Pelaksar

tan

Tim Pelaksar
tan

Sumber
Volume
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Sub Bidang Pestanehan

Sub Bldarg Pcndldlkrn

8ub Bldang KGrchrtan

Sub Bldeng Kawoaen PGmutlman

sub Bldang Pckotje.n Umum dan PGnateen Ruan8

Sub BldsrS Kotartcr&Eaa, Ketcrtlbr! UnruE' drn Pcllndutraen Ualyareht

1.189.729.183
APBKaIPengadaan Tanah DesaKalurahan KaligintungSertifikasi Tanah Kas Desa

2,Or4.4A4,792Jumlsh Por Bldang 1

29.375.600
APBKaI

Kalurahan Kaligintung
Penyelenggataan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa

9.390.000

87.896.300

APBKaI

APBKaI

Klpk jathilan,gedjok
lesung, karawitan

5 posyandu

Kalurahan Kaligintung

Kalurahan Kaligintung

Pengembartgafl dar Pembinaan
Saoggar Seni dan Betajar

Penyelenggaraan Posysndu

18.226.OOO APBKaIshg, penyuluhan spalKalurahan KaligintungPenFrluhan dan Pelatihar Bidang

APBKaI

APBKaI

APBD

20.652.600

181. 168.000

200.000.000

KPM, Balita, Bumil

Drainase Girigondo

panceran-trukan

Kalurahan Katigintung

Kalurahan Kaligintung

Kalurahan Kaligintung

160 m
Pemban8unar / Rehabilitasi / Peningk
atan Sanitasi Permukiman

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peni
ngkatan/ Pengerasan Jalan Desa

Desa SiagaPenyclenggarsan
Kcsehatan

APBDt45.2t7.400Padukuhan GirigondoKalurahan Kaligintung 285x3x0.15

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peni
ngkatan/ Pengerasan Jalan
Lingkungan Permukiman/ Gang

APBN
200.000.o00Kalurahan Kaligintung

Pembangunan/ Rehabititasi/ Peningk
atan/Pengerasa! Ja.lan Usaha TaIri

APBKaI
94.t37 .600talud balongKalurahan Kaligintung 38m

Pembs-nguna! / Rehabilitasi / Peningk
atan Prasarara Jalan Desa
(Gorong2, selokan box)
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985,063.600Jumlah Per Bidang 2

APBKaI
2.O82.400Kalurahan Katigintung

Penguatan dan peningkatan
kapaaitas tenaga
kearnanan/ketertibar kaluraha!

---

_III

Tim Pelaksar
Ke tan
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tan

Tim Pelaksar
tan

Ke tan

Ke tan
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tan
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Kegiatan
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6.000.000
APBKaI

Penyediaa! Pos Kesiapsiagaan
Bencana Skala Lokal Desa Kalurahan Kaligintung

14.880.000

5.260.000
APBKaI

APBKaI

Pelatihan kesiapsiagaan / Taaggap
bencala Skala Lokal Desa

Pembina€-n Oroup Kesenian dan
DesaKebu

Kalurahan Kaligintung

Kalurahan Kaligintung

8.800.000
APBKal,
APBD

Kalurahan Kaligintung

Pengtimar Kontingen Group
Ke8€niar dar Kebudayaan sebagai
Wakil Desa di tingkat Kecamatan
daJl Kabupatcn/Kota

APBKal,
APBD
(Danais)

22,960.300Kalurahan Kaligintung
P€nyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
tingkat Desa

2.800.000
APBKaI

Pemblnaan Karang Taruna/Klub
Kepemudaan/ Klub Olah laga Kalurahan Kaligintung

19.000.000
APBKaI

Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD Kalurahan Kaligintung

APBKaI5.930.000Kalurahan KaligintungPembinaan PKK

e7,712.900Jumlah Per Bide-ng 3

APBN
500.000.0001 unit Kelompok Tani (Screen

house)Kalurahan Kaligintung
Penguata! Ketahanan Pangal
Tingkat DcBa (Lumbung Desa, dU)

APBKaI,N
o1 l.500.oooKelompok TaniKalurahan KaligintungIrigasi

Tersier Sederhana
Pem€lihaja! Salurarl

APBKaI

7 4.754.400Iligasi SiwatesKalurahan Kaligintung 108 m
Pembangunar/Rehabilitasi/Peningk
atan Saluran Irigasi
Tersie! / sederhana

APBKaI2.500.000BUMDes Dina KaryaKalurahan Kaligintung
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
(Pelatihan yarg dilalBanalan oleh
Desa)

Tim Pelaksan€
ta.rl

Tim Pela1<san6

Tim PelaksanE
tan

Tim Pelaksan6

Tim Pelal<sar€
tan

Tim Pelaksan8

Tim Pelal<sar€
ta-n

Tim Pe

Ke

Tim Pelal<sane
tan

Tim Pelaksan€
Ke

Tim Pelaksan€
tan

Tim Pelaksan€
Kegiatar

sub Bldsag Pcsdsauirn din Porlnduttrlsn



APBKaI

13.080.000KWTKalurahan Kaligintung

P€mbentukan/ Fasititasi / Pelatihan/
Pendanphgan kelompok usaha
ekonomi produl(tif (Peugrajin,
pedaganS, industri rumah tangga,

dll) *
601.834.400Jumlah Pe! Bidarg 4

I lqu, I

APBKaI

35.039.200

APBKaI
82.800.000

117.839.200

1E

II

Penanggulargan Beocana

Kalurahan Kaligintung

BLTKalurahan KaligintungKeadaan Mendesak

Jumlah per bidang 5

banjir, tarah
longso!

3.808.334.792

Tim Pelalsana

Tim Pelaksana

Tim Pelaksana

Kaligintung, 11 September 2023

Disusun oleh:
Tim Penlrusun RKP Kalurahar

(Desi ti, s.l.P)

.ruMUIH TOTAL

u1



PEMERINTAII KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWOIS TEMOIT

KALURAIIAN KALIGII| TUNG

BERITA ACARA KESEPAXATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARA.TAIT KALURAIIAN KALIGINTUNG

DAN

LURAII KALIGIITTUNG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG

KAPANEWON TEMON KABT'PATEN KUTI)NPROGO

NoMoR . 4 lt<BlBPIr-l2O23

NOMOR:. 4 lKBlYKlzO2S

TENTANG

PERUBAIIAN RENCAITA KERJA PEMERINTAH I(ALT'RAIIAN

TAHUN ANCIGARAIT 2024

Pada hari ini Kamis, Tanegal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga bertempat di Balai Kalurahan Kaligintung dalam Rapat Paripurna Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon
Progo

MET{YEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten
Kulon Progo tentang :

RENCANA XER.'A PEMERII{TAH KALT'RAIIAN TAIIT'N AXGGARAN 2024

MENJADI:

Peraturan Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo
tentang :

RENCANA I(ERJA PEUERINTAII KALI'RAHAIT TAIIUI| ANGGARAN 2024



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung dan Lurah Kaligintung.

BA
KgTUA

PERMUSYAWARATAN
KALIGINTUNG

GINTUNG

SH FUAD

,l!

SERI RYADI

o
*

\- 'l

LURAH liAi.lc'rl'J'j{i


